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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

F.X. Djumialdji mengemukakan bahwa pembangunan adalah usaha untuk
menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berhasilnya pembangunan
tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus
dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.! Selain partisipasi
dari masyarakat, dalam rangka usaha mencapai tujuan nasioanal untuk
mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern,
demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang
merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang
menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.2

Menurut data yang tercatat di Badan Kepegawaian Nasional, jumlah
Pegawai Negeri Sipil di Indonesia mencapai 3.995.000 orang.® Jumlah tersebut

terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

! F X. Djumialdji, Perjanjian Pemborongan, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, him 1.

2 Konsideran Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

3 http: //id.wikipedia. org/wiki/Pegawai-negeri, Pegawai Negeri, tanggal 2 September 2007



Salah satu kewajiban dari Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam PP
No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 2
huruf (i) adalah memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan,
dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil.*

Dalam pelaksanaan pekerjaan (tugas) sehari-hari, untuk memberikan
motivasi dan semangat kerja, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan
kekompakan tersebut, dipandang perlu adanya keseragaman pakaian dinas
pegawai. Dengan diadakannya standardisasi pakaian dinas, pegawai diharapkan
mampu meningkatkan citra korps pegawai negeri sipil.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang dijadikan acuan dalam
kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia yaitu Keputusan Presiden No. 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang telah mengalami enam kali perubahan yaitu:

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2004, Tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

b. Peraturan Presiden RI No. 32 Tahun 2005, Tentang Perubahan Ke Dua Atas

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

* http: /Iwww.gtzsfgg.or.id/docs/crs/civilservice/pp 30 1980.pdf, PP No. ! ;
tanggal 2 September 2007



http://www.gtzsfgg.or.id/docs/crs/civilservice/pp

c. Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2005, Tentang Perubahan Ke Tiga Atas
Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

d. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2006, Tentang Perubahan Ke Empat Atas
Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

e. Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2006, Tentang Perubahan Ke Lima Atas
Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

f. Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006, Tentang Perubahan Ke Enam Atas
Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam rangka penyediaan pakaian dinas pegawai yang dibiayai dengan

Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBN/APBD), pemerintah melakukan kerjasama dengan penyedia barang/jasa.

Penyedia barang/jasa dalam hal ini adalah badan usaha atau orang perseorangan

yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.’

Kerjasama antara pemerintah baik pusat maupun daerah dengan penyedia
barang/jasa dilakukan secara transparan, artinya semua ketentuan dan informasi

mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan,

* Pasal | Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003




tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya
terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat
luas pada umumnya.6

Pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang/jasa wajib memaksimalkan
penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan
barang/jasa. Selain itu juga wajib memaksimalkan pengguna penyedia barang/jasa
nasional serta memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha
kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.’

Selain itu menurut UUD 1945 Pasal 27 menyatakan bahwa segala warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal yang
sama juga diatur dalam Pasal 3 Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003, bahwa
kegiatan pengadaan barang wajib diterapkan berdasarkan prinsip adil/tidak
diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon
penyedia barang / jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada
pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

Dengan demikian akan dapat tercipta suasana yang kondusif bagi
tercapainya efisiensi, partisipasi dan persaingan yang sehat dan terbuka antara

penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat.

¢ Ibid., him. 93
7 Lampiran Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003




Kriteria Usaha Kecil adalah®;

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil
penjualan tahunan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
dan

b. Milik Warga Negara Indonesia; dan

c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung
dengan usaha menengah atau usaha besar; atau

d. Koperasi kecil yang mempunyai unit usaha jasa pemborongan pengadaan
barang atau jasa lainnya.

Dengan pengaturan prosedur dan mekanisme seperti dalam Keputusan
Presiden No. 80 tahun 2003, bukan mustahil apabila masyarakat kurang
mengetahui cara untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam kegiatan
pengadaan barang. Selain itu, karena adanya estimasi yang buruk dari badan
usaha kecil terhadap kegiatan pengadaan barang tersebut yang seringkali diwarnai
dengan persaingan yang tidak sehat dapat menyebabkan kurang berminatnya
badan usaha kecil untuk turut serta dalam kegiatan pengadaan barang pemerintah.

Oleh karena itu, prinsip tranparan dilakukan agar badan usaha, terutama
usaha kecil termasuk koperasi kecil atau orang perorangan yang kegiatan

usahanya menyediakan barang dapat ikut serta dalam penyediaan perlengkapan

® Pasal 1 Angka 18 Penjelasan atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003,



bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya yaitu pakaian dinas harian
pegawai dan juga agar badan usaha khususnya usaha kecil di Indonesia dapat
meningkatkan kemampuan usahanya.

Dengan memberdayakan usaha kecil, diharapkan usaha kecil menjadi
tangguh, mandiri, dan juga dapat berkembang menjadi usaha menengah. Usaha
kecil yang tangguh, mandiri dan berkembang dengan sendirinya akan
meningkatkan produk nasional, kesempatan kerja, ekspor, serta pemerataan hasil-
hasil pembangunan, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang
lebih besar terhadap penerimaan negara.’

Agar dapat dilaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik,
maka pemerintah selaku pengguna barang/jasa melakukan pembinaan dan
pengawasan. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan ini, tidak ada lagi
masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang, seperti adanya
praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) antara pengguna barang/jasa
dengan penyedia barang/jasa.

Dalam prakteknya, kerjasama antara pengguna barang/jasa dengan
penyedia barang/jasa dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat dalam

bentuk tertulis yang disebut kontrak.'°

9 . . - . .
Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandun
1 £ X, Djumialdji, Op cit, hm. 3-4 g, 2004, him. 56.




Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan yang dibuat

dalam bentuk tertulis yang disebut kontrak, bersifat mengikat para pihak.”

Mengikat artinya perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak

yang diakui oleh hukum.'?

kesepakatan mengenai:'

L

Kontrak dalam perjanjian pengadaan barang antara lain berisikan
3

Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis
dan jumlahnya

Harga yang tetap dan pasti, serta syarat-syarat pembayarannya

Persyaratan yang tetap dan pasti, serta syarat-syarat pembayarannya

Jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu
penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya
Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan

Sanksi dalam hal rekanan ternyata tidak memenuhi kewajiban

Penyelesaian perselisihan

Status hukum

Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian yang

bersangkutan

' Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, Kencana Prenada Media Group,

Jakarta, 2007, him. 3

:i Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, PT. Alumni, Bandung, 1986, him. 94
Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, PT. Alumni, Bandung, 1994, him. 72




10. Penggunaan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri serta tegas dirinci
dalam lampiran kontrak.

Karena suatu perjanjian bersifat mengikat para pihak, maka para pihak
dalam perjanjian harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan
yang telah disepakati bersama.

Dalam hukum perjanjian (hukum perdata), kedudukan para pihak adalah
sama (sederajat). Dalam kajian yang akan dibahas, suatu fakta bahwa pengguna
barang / jasa adalah pemerintah dan penyedia barang / jasa adalah warga. Jadi
kedudukan para pihak tidak sederajat.

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
mengetahui lebih lengkap dan jelas tentang perjanjian pengadaan barang
khususnya mengenai perjanjian pengadaan pakaian dinas. Dalam hal ini penulis
lebih mengkhususkan perjanjian pengadaan pakaian dinas antara CV. Kimas
Indah dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang,
maka penulis mencoba memaparkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“PROSES PERJANJIAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS
ANTARA CV. KIMAS INDAH DENGAN DINAS PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA PALEMBANG”



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis tarik beberapa permasalahan
sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses terbentuknya perjanjian pengadaan pakaian dinas antara
CV. Kimas Indah dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kota Palembang?

2. Apakah yang merupakan prestasi dari masing-masing pihak dalam perjanjian
seperti dimaksud dalam masalah nomor 1?

3. Apakah sanksi yang akan dijatuhkan bila terjadi wanprestasi yang dilakukan
oleh pihak penyedia barang (CV. Kimas Indah), dan sebaliknya apa pula

sanksi bagi pengguna barang dan jasa bila pihak ini wanprestasi?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk:

1. Mengetahui proses terbentuknya perjanjian pengadaan pakaian dinas antara
CV. Kimas Indah dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kota Palembang.

2. Mengetahui prestasi dari masing-masing pihak dalam perjanjian pengadaan
pakaian dinas antara CV. Kimas Indah dengan Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.
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3. Mengetahui sanksi yang akan dijatuhkan bila terjadi wanprestasi yang
dilakukan oleh pihak penyedia barang (CV. Kimas Indah) dan sanksi bagi

pengguna barang dan jasa bila pihak ini wanprestasi.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis
maupun praktis.
1. Manfaat teoritis, yaitu:
Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan
serta menambah pengetahuan tentang perjanjian khususnya perjanjian

pengadaan barang.

2. Manfaat Praktis, yaitu:

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau
pedoman serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum,

maupun bagi masyarakat, khususnya pengetahuan di bidang pengadaan

barang.
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E. Ruang Lingkup
Sehubungan dengan luas dan kompleksnya masalah tentang pengadaan
barang maka untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam penulisan
skripsi ini, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada:

1. Terbentuknya perjanjian pengadaan pakaian dinas antara CV. Kimas Indah
dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.

2. Prestasi dari masing-masing pihak dalam perjanjian pengadaan pakaian dinas
antara CV. Kimas Indah dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kota Palembang.

3. Sanksi yang akan dijatuhkan bila terjédi wanprestasi yang dildkukan oleh
pihak penyedia barang (CV. Kimas Indah) dan sanksi bagi pengguna barang

dan jasa bila pihak ini wanprestasi.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan dalam arti penelitian
hukum yang melihat dan meneliti data yang diperoleh langsung dari

masyarakat sebagai sumber pertama untuk mengetahui kenyataan yang terjadi.




2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV. Kimas Indah di Jalan Merdeka No. 15
Palembang, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Palembang untuk mengetahui bagaimana terbentuknya perjanjian pengadaan
pakaian dinas antara CV. Kimas Indah dengan Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.

3. Teknik/Alat Pengumpulan Data

Teknik/alat pengumpul data yang digunakan dalam penulisan skripsi
ini, yaitu dengan melakukan wawancara yaitu percakapan dengan maksud
untuk memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan. Dalam penulisan

skripsi ini, penulis melakukan wawancara dengan:

1. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Palembang.

2. Direktur CV. Kimas Indah

4. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara kualitatif, dimana data-data yang
diperoleh dari penelitian baik data primer maupun data sekunder, akan

dianalisa secara sistematis kualitatif yang berupa uraian-uraian dalam kalimat
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terstruktur yang menghasilkan jawaban dari permasalahan. Hasil analisis
masalah tersebut kemudian digunakan untuk membuat suatu kesimpulan

dengan metode deskriptif kualitatif.
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